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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8241/Pdt.G/2020/PA.Sor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Soreang  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara-perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  telah  memberikan

penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal  di

Jl.  Kiartasan Kaum Kidul,  RT 003,  RW 002,  Desa

Banjaran  Kulon,  Kecamatan  Banjaran, Kabupaten

Bandung,  selanjutnya  disebut  sebagai  Penggugat,

dalam  hal  ini  memberikan  kuasa  kepada  Ziki  Ali

Ahmad,  S.H.,  advokat  yang  berkantor  di  Komplek

Baleendah  Permai  Blok  B  no.84  Baleendah

kabupaten Bandung & Jalan BKR Moch Ramdhan II

No.12  Kota  Bandung  berdasarkan  Surat  Kuasa

Khusus  tanggal  14  Desember  2020  yang  telah

terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Soreang  dengan  Register  Kuasa  Nomor

2803/Adv/XII/2020  tanggal  15  Desember  2020,

kuasa  tersebut  telah  diperiksa  keabsahannya  di

persidangan  dan  dinyatakan  sah  sehingga  sah

sebagai kuasa Penggugat;

Melawan

Tergugat,  umur  33  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan

Swasta, tempat kediaman di  semula di Jl. Kiartasan

Kaum Kidul, RT 003, RW 002, Desa Banjaran Kulon,

Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung sekarang

d.a.  Ibu  Tita/Bapak Agus (Pangkalan Gas LPG)  di

Kp. Sindangsari, RT. 002 RW. 011, Desa Tarajusari,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;; sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal

15  Desember  2020  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Soreang  dalam  register  Nomor  8241/Pdt.G/2020/PA.Sor,  tanggal  15

Desember 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

sah, menikah pada tanggal 08 Januari 2014 berdasarkan Kutipan Akta

Nikah  dari  KUA Kecamatan  Banjaran,  Kabupaten  Bandung  dengan

memenuhi  syarat  rukun  nikah,  sebagaimana  tertera  dalam  Kutipan

Akta Nikah Nomor: 38/38/I/2014; 

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Penggugat

dengan Tergugat tinggal terakhir di wilayah kabupaten Bandung;   

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup

rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami

istri (ba'da dukhul), memiliki 1 (satu) orang anak (Arzachel Naelo Rizky

umur 6 tahun); 

4. Bahwa  sejak  Agustus  2019  rumah  tangga  antara

Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan.

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

disebabkan antara lain karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan

ekonomi  keluarga,  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  berkomunikasi

layaknya suami istri pada umumnya; 

6. Bahwa  Penggugat  telah  berusaha  sabar  untuk

mempertahankan  rumah  tangga,  tetapi  Tergugat  tidak  berubah  dan

merubah  sikapnya.  Puncaknya  pada  bulan  November  2020  terjadi
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pisah ranjang; 

7. Bahwa  Penggugat  telah  berusaha  untuk

mempertahankan rumah tangga  bersama Tergugat bahkan Penggugat

telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi

syarat  sesuai  ketentuan  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa  atas  permasalahan  tersebut  di  atas

Penggugat  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  mempertahankan

perkawinan  ini,  oleh  karena  itu  Penggugat  telah  berketetapan  hati

untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa  segala  uraian  yang  telah  Penggugat kemukakan,

Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil  para pihak

yang  bersengketa  pada  suatu  persidangan  yang  ditentukan  untuk  itu,

guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan

memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat

(Tergugat)  terhadap Penggugat (Penggugat); 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

ATAU

Apabila  Ketua  Pengadilan  Agama  Soreang   Cq  Majelis  Hakim

berpendapat  lain,  mohon  Putusan  yang  seadil-adilnya.  (ex  aequo  et

bono).

Menimbang, bahwa pada hari  persidangan yang telah ditentukan

untuk  pemeriksaan  perkara  ini  Kuasa  Hukum  Penggugat  menghadap

secara in person ke persidangan;

Menimbang,  bahwa  pada  persidangan  tersebut  Majelis  Hakim

mendamaikan  Penggugat  agar  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai
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dengan Tergugat. Usaha damai tersebut berhasil, sehingga Kuasa Hukum

Penggugat mohon kepada Majelis untuk mencabut gugatannya tersebut; 

Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  penetapan  ini,

ditunjuklah  hal-ihwal  sebagaimana  telah  tercantum dalam berita  acara

sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang,  bahwa  pada  persidangan  yang  dihadiri  oleh

Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat

agar  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai  dengan  Tergugat.  Usaha

damai  tersebut  berhasil,  sehingga  Penggugat  mohon  kepada  Majelis

untuk mencabut gugatannya tersebut; 

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat

sebelum  tahap  Tergugat  mengajukan  jawaban,  maka  sesuai  maksud

Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan  Penggugat  dapat

dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  Penggugat  untuk

mencabut  permohonan  dikabulkan  Majelis,  maka  perkara  tersebut

dinyatakan telah selesai;

Menimbang,  bahwa  meskipun  permohonan  Penggugat  dicabut,

oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk

dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua

dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya  perkara  harus

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  segala  Undang-undang  dan  peraturan  yang  berlaku  serta

ketentuan Hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.
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MENGADILI

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

8241/Pdt.G/2020/PA.Sor dari Penggugat;  

2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Soreang  untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;  

3. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah

Rp. 392.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);  

Demikianlah  putusan  ini  dijatuhkan  dalam  permusyawaratan

Majelis  Hakim  pada   hari   Kamis  tanggal  28  Januari  2021  Masehi,

bertepatan dengan tanggal  14 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah,  oleh kami

Kamil Amrulloh, S.H.I.  sebagai Ketua Majelis,  Noor Faiz,  S.H.I.,  M.H.

dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta

diucapkan oleh Ketua Majelis  pada hari  itu  juga dalam sidang terbuka

untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan

dibantu oleh Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H. sebagai panitera pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota I

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Hakim Anggota II

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.
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Panitera Pengganti

Soleh Nurdin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,-

2. Biaya Proses : Rp.  50.000,-

3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp.  90.000,-

4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 180.000,-

5. Redaksi : Rp.   10.000,-

1. Materai                                                 : Rp.   12.000,  

Jumlah : Rp. 392.000,-;
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